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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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Segera

Pelayanan Jemput Bola 
Perekaman KTP-el G oes to  

C a m p u s /S c h o o l

1. G ubernur
2. Bupati/W alikota 

di
Seluruh Indonesia

Jakarta, o^Maret 2019

Dengan horm at disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak 

konstitusional bagi para pem ilih, agar Saudara m enginstruksikan kepada 

Kepaia Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota un tuk  bergerak serentak 

melakukan layanan je m p u t bola perekam an KTP-el Goes to 
Campus/School di 514 Kabupaten/Kota, pada tanggal l l s / d  16 Maret 

2019.

Perekaman diarahkan kepada pem ilih pemula di Perguruan Tinggi, 

SMU, SMK, dan tem pat lain yang m em iliki jum lah  pem ilih pemula yang 

terkonsentrasi. Bagi daerah yang tidak  m em iliki Perguruan Tinggi 

kegiatan diarahkan ke SMU, SMK, atau sekolah yang sederajat.

Hasil pelaksanaan pelayanan je m p u t bola perekaman KTP-el 

dilaporkan secara berjenjang kepada G ubernur dan selanjutnya 

G ubernur m elaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui D irektur 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian un tuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terim a 

kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri 

D irektu rJendera l

Kependudokan/dan Pencatatan Sipil
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Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala Unit-Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Provinsi 

Seluruh Indonesia ;

3. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
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L 7 i. i3 /5 3 9 /D u k c 3 p i i  Y th. Bupati/W alikota

Penting di
SELURUH IN D O N E SIA

Gerakan Nasional Jem put 

Bola Serentak KTP-el di 

Lapas/ Rutan

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar 

Adm inistrasi Kependudukan (GISA), khususnya un tuk  pemenuhan 

kepem ilikan KTP e lektron ik bagi warga binaan di lembaga 

pemasyarakatan (lapas) dan rum ah tahanan (ru tan ), sekaligus un tuk  

m endukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pem ilih dalam 

Pemilihan Presiden tahun 2019, akan dilaksanakan Gerakan 
Nasional Jemput Bola Serentak di lapas/rutan seluruh 
Indonesia pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, d im ohon bantuan 

Bupati/W alikota un tuk  dapat menugaskan Kepala Dinas kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna m empersiapkan dan 
melaksanakan gerakan nasional je m p u t bola serentak te rsebu t dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan di w ilayah 

Kabupaten/Kota masing-m asing;

2. Mempersiapkan peralatan dan SDM un tuk kegiatan je m p u t bola 

serentak dalam perekaman KTP-el di lapas/ru tan;
3. Melaporkan hasil kegiatan je m p u t bola serentak te rsebu t kepada 

M enteri Dalam Negeri melalui D irektur Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dengan tem busan kepada G ubernur di w ilayah 
masing-masing.

Demikian atas ketjasamanya disam paikan terim a kasih.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2019
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Tem busan:

1. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan); *
2. G ubernur Seluruh Indonesia.



KEMENTER1AN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,2-5 Februari 2019
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Biasa

Pelaksanaan Program Penerapan

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota 

di -
Seluruh Indonesia

Kartu Identitas Anak dan 
Pemanfaatannya

Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, 
bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi 
Khusus (DAK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menerbitkan Kartu 
Identitas Anak (KIA) bagi penduduk (anak) usia 0-17 tahun kurang 1 hari 
di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

2. KIA dimaksud sangat penting untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam 
Pelayanan Publik seperti untuk pendaftaran sekolah, berobat di rumah 
sakit/puskesmas, untuk diskon biaya transportasi publik, biaya pembelian 
buku sekolah, tempat-tempat pariwisata, restoran, untuk membuka 
rekening di bank dan mengurus paspor sebagaimana pemanfaatan dan 
penggunaan dimaksud telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota di 
Indonesia.

3. Mekanisme penggunaan dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik 
mempedomani Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang 
menyebutkan bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan Peijanjian 
Kemitraan dengan Pihak ke 3 sebagai mitra keija yang bergerak dalam 
bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat 
rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan KIA, menggunakannya, dan 
memanfaatkannya dalam rangka pelayanan publik. Tahun 2019 semua 
Kabupaten/Kota W ajib KIA.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan 
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan)
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, >o Januari 2019 

Yth. 1. Gubernur Bengkulu
Penting 2. Gubernur Kepulauan Riau

3. Gubernur Jawa Timur
Pencanangan Gerakan 4. Gubernur Bali
Indonesia Sadar Administrasi 5. Gubernur Sulawesi Selatan
kependudukan 6. Gubernur Gorontalo

7. Gubernur Sulwesi Barat
8. Gubernur Maluku Utara
9. Gubernur Papua Barat 
di

Tempat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar
Administrasi Kependudukan (GISA), antara lain ditugaskan kepada Gubernur
untuk melaksanakan GISA yang meliputi Gerakan Sadar:
1. Kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Pemutakhiran data penduduk;
3. Pemanfaatan data kependudukan yang dipergunakan untuk semua 

kepentingan;
4. Melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur
untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Pencanangan GISA skala Provinsi, dengan melibatkan unsur pemerintah, 

swasta dan masyarakat di masing-masing Provinsi;
2. Rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota guna konsolidasi pelaksanaan 

administrasi kependudukan, khususnya untuk meningkatkan cakupan 
kepemilikan dokumen kependudukan dan pelaksanaan pelayanan 
administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat;

3. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara serentak dengan 
melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
masing-masing;

4. Pencanangan GISA ini kiranya bisa dilaksanakan pada Triwulan Pertama 
Tahun 2019;

5. Melaporkan hasil pencanangan GISA dan pelayanan administrasi 
kependudukan secara serentak kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

Tembusan:

a.n. Mteh^^Dalara'Negeri 
/w lk £ u ir J e f ^ e fs i \

'encatajtan Sipil

\ ' P ^ :^D r^^ ln ^A rif^F a k ru llo h . SH. MH 
"NIP^969d82"4i999031001

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan).



K E M E N T E R I A N  D A L A M  N E G E R I  
R E P U B L I K '  I N D O N E S I A  

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072 

Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 1^ Januari 2019

Nom or /  M O I /  \? U tC (4 p i| .
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyam paian Data Petugas

Pencatatan Kelahiran Secara Online

Yth. G ubernur 

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan surat kami N o m o r: 472.11 /11.959/DU KC APIL tanggal 16 

Juli 2018 hal Penyam paian Persiapan Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran 

Online, dengan ini d isam paikan bahwa sam pai saat ini masih ada beberapa 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang belum 

m engirim kan data Petugas Pencatatan Kelahiran Secara Online, yang 

m eliputi Operator, Verifika tor dan Pejabat Pencatatan Sipil serta Specim en 

tanda tangan atau sudah m engirim kan tetapi datanya tidak lengkap 

(sebagaim ana daftar terlam pir).

Sehubungan dengan hal tersebut, d im ohon kepada G ubernur untuk 

m em erintahkan Kepala D inas/B iro yang m enangani Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Provinsi untuk m engkord inasikan kepada Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di w ilayahnya yang 

belum m engirim kan data Petugas Pencatatan Kelahiran Secara Online atau 

yang datanya tidak lengkap, untuk segera m engirim  data dim aksud kepada 

D irektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lam bat 

tanggal 31 Januari 2019.

Dem ikian atas bantuan dan kerjasam a d isam paikan terim a kasih.

encatatan Sipil

NIP:-1'969®451:99903 1 001

Tem busan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Kepala D inas/B iro yang m enangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh 

Indonesia;

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


